BABII
KONSEP MAQASID AL-SHARIAHTENTANG

HUKUMAN KEBIRI

A. Pengertian Maqasid Al-Shariah

Magqasid al-shari’ah merupakan salah satu bentuk kajian usu/ figh yang
secara bahasa merupakan bentuk idafah dari kata maqgasid dan al-shari’ah.
Kata magasid merupakan bentuk jamak dari magsud yang memiliki arti
kesenjangan atau tujuan.' Sedangkan shari’ah memiliki arti jalan menuju
sumber air, jalan menuju sumber air dapat diartikan pula sebagai jalan
menuju sumber kehidupan. Sedangkan secara istilah, magasid al-shari’ah
merupakan tujuan-tujuan hukum Islam yang terkandung dalam setiap
aturannya.”

Teori tentang magqasid al-shari’ah telah diungkapkan oleh beberapa
ulama abad ke-V dan ke-VIII Hijriyah sebagaimana tertera dalam bukunya
Jasser Auda, di antaranya3:

1. Abu al-Mali al-Juwaini (478 H/1085 M), beliau berpendapat
bahwasanya ada lima tingkatan magqgasid, yaitu darurah (keniscayaan),
al-hajjah al- ‘ammah (kebutuhan publik), a/-makrumah (perilaku moral),
al-mandubat (anjuran-anjuran), dan apa yang tidak tercantum dalam

nash.

! Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (t.tp.: Amzah, 2005), 196.

> Abdurrahman Misno Pramono, “Maqashid Asy-Syariah (Tujuan Hukum Islam), dalam
http://majelispenulis.blogspot.co.id.html, diakses pada 13 Desember 2015.

* Jasser Auda, Magasid Al-Shariah: an Instroductory Guide, (t.tp.: t.p., 2008), 21-25.
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2. Abu Hamid al-Ghazali (505 H/1111 M), merupakan murid dari Abu al-
Mali al-Juwaini, beliau merumuskan lima pokok tujuan hukum Islam,
yaitu perlindungan (a/-hifz) terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan
harta.

3. Al-Izz Ibn Abdul-Salam (660 H/1209 M), mengemukakan bahwa inti
pembahasan dari maqgasid al-shari’ah adalah konsep maslahat secara
hakiki dalam bentuk menolak mafsadah (kerugian) dan menarik
manfaat.

4. Shihabuddin al-Qarrafi (684 H/1285 M), beliau mendefinisikan bahwa
perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw
terdapat maksud atau niat tersendiri, seperti menunjuk para hakim dan
membagi harta rampasan perang.

5. Abu Ishaq al-Shatibi (790 H/1388 M), merupakan pengarang kitab a/-
Muwaftaqgat fi Usul al-Shari’ah, yang teorinya akan dijelaskan dalam
pembahasan bab ini.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa magasid al-shari’ah
adalah kajian yang berkonsentrasi pada tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam
merumuskan hukum-hukum Islam yang secara umum tujuan tersebut untuk
kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya. Tujuan
tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan Hadis-hadis
Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi
kepada kemaslahatan umat manusia. Bagian yang termasuk dalam magasid

ini adalah menjaga peraturan, merealisasikan kebaikan (masalih),
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menghindarkan keburukan (mafasid), dan menegakkan nilai-nilai egaliter
manusia.

Untuk mencapai tujuan Islam sebagaimana yang telah disebutkan dapat
ditempuh melalui tiga cara. Pertama, penyucian jiwa dengan banyak
melakukan ibadah sebagaimana yang telah disyariatkan. Kedua, penegakan
keadilan dengan berpandangan bahwa setiap manusia mempunyai kedudukan
yang sama dalam hukum dan peradilan, serta tidak ada perbedaan stratifikasi
sosial. Ketiga, perwujudan kemaslahatan hakiki dengan lebih mengutamakan
kepentingan umum.”

Abu Ishaq al-Shatibiy merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima tujuan hukum
islam itu di dalam kepustakaan disebut maqasid al-khamsah atau magqasid al-

shari’ah.’

B. Prinsip-prinsip Maqasid Al-Shariah
Pada dasarnya hukum dibuat agar ditaati dan dilaksanakan demi
kepentingan sosial masyarakat. Dalam pelaksanaannya, hukum tidak lepas
dari prinsip-prinsip sebagai pedoman dasar untuk penerapan pemberlakuan
hukum tersebut. Begitu pula dengan magasid al-shari’ah yang dalam
penerapannya terdapat prinsip dasar yang menjadi acuan untuk mengetahui

tujuan hukum tersebut.

* Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 543-548.
> Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia,.. 61.
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Prinsip maqasid al-shariah dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu gasd
al-shar’i, yakni tujuan pembuat hukum untuk melembagakan hukum agar bisa
dipahami dan gasd al-mukallaf, yakni untuk menuntut kewajiban (tak/if)
dalam memasukkan mukallaf (subyek hukum) ke dalam perintah-Nya.6 Abu
Ishaq al-Shatibiy membagi dua hal tersebut menjadi empat bagian, yaitu:’

1. Qasdu al-shar’i fi Wad’i al-Shari’ah (maksud shari’ dalam menetapkan
shari’ah)

Tujuan hukum Islam dalam menetapkan hukum adalah tidak lain
untuk menciptakan kemaslahatan dan mengindarkan kemudaratan bagi
manusia. Adanya tujuan hukum Islam ini, hak-hak asasi manusia
diberikan perlindungan agar terhindar dari kejahatan manusia itu sendiri.”
Hal ini karena manusia perlu dilindungi sebagai makhluk ciptaan yang
tersusun dari jiwa dan raga, mempunyai sifat individu dan sosial, dan
sebagai bagian dari alam.

Perlindungan magqgasid al-shari’ah terhadap maslahat ini dapat
melalui cara yang positif, misalnya demi memelihara eksistensi maslahat,
shari’at mengambil langkah-langkah untuk menjaga landasan-landasan
maslahat  tersebut, seperti mengambil tindakan-tindakan untuk
menghapuskan unsur apa pun yang secara aktual atau potensial merusak

maslahat.’

® M. Ibnu Rochman, Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat, (Yogyakarta: Philosophy Press,
2001), 100.

7 Abi Ishaq al-Satibiy, a/-Muwafaqat fi Usili al-Shari’ah, (Beirut: Al-Fikr, 1975), 261.

8 Abdul Wahid, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, 86.

° M. Ibnu Rochman, Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat,... 101.
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Tujuan shari’ dalam pembentukan hukumnya yang bertujuan untuk
merealisasikan kemaslahatan manusia yang diaplikasikan dengan upaya
untuk menjamin kebutuhan pokoknya (daruriyah) dan memenuhi
kebutuhan sekunder (Aajiyah) serta kebutuhan pelengkap (tahsfm’yab).lo

a. Tujuan pokok hukum Islam (daruriyah)

Tujuan pokok (daruriyah) ialah tujuan hukum yang mesti ada
demi kehidupan manusia, yang apabila tujuan itu tidak terpenuhi
maka tidak tercapai pula kemaslahatan manusia di dunia dan
akhirat. Kebutuhan hidup yang primer (daruriyah) ini hanya bisa
dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yang disebut
daruriyah al-khamsah atau al-kulliyah al-khamsah atau juga disebut
magqasid al-shari’ah.'' Manusia dijaga dari kemungkinan buruk,
jahat, keji, dan merusak yang dilakukan oleh sesamanya. Hukum
Islam ditegakkan untuk memberikan rasa aman pada manusia
sehingga menghindarkan manusia dari rasa takut akan ancaman
kejahatan yang dilakukan oleh sesamanya. Ada akal yang tidak
boleh diganggu dan dirusak, yakni manusia diberikan kebebasan
untuk Dberpikir, berekspresi, dan mengeluarkan opini untuk
melindungi hak-hak asasi manusia dari perilaku jahat.

Kelima tujuan pokok itu menurut al-Shatibi adalah

memelihara agama (hifz al-din), memelihara jiwa (hifz al-nafs),

' A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum
Indonesia, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006), 46.
" Juhaya S. Praja, Filsfat Hukum Islam, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995), 101
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memelihara keturunan (Aifz al-nasl), memelihara harta (hifz al-mal),
dan memelihara akal (4ifz al-‘agl)."?
1) Memelihara agama (Aifz al-din)

Merupakan hal yang penting karena pada dasarnya
agama bagi seseorang merupakan hal yang fitrah, dalam
hukum positif dikenal sebagai hak asasi manusia yang harus
mendapat perlindungan dari gangguan atau ancaman dari
pihak manapun.

2) Memelihara jiwa (hifz al-nafs)

Agar hal ini dapat tercapai, [slam mensyariatkan agar
manusia memelihara hak hidup dan kehidupannya. Manusia
wajib mempertahankan hidupnya ketika ada yang
mengancam dan menyerang. Oleh karena itu, Islam
mensyariatkan adanya hukuman gisas, diyat dan kaffarat
bagi pelaku tindak pidana.

3) Memelihara keturunan (hifz al-nasl)

Untuk melindungi keturunan manusia, Islam melarang
perbuatan zina dan orang yang menuduhnya karena
keduanya merupakan harga diri yang perlu dilindungi dari
setiap kepribadian seseorang, baik laki-laki maupun
perempuan. Perbuatan zina dianggap perbuatan keji karena

dapat merusak keturunan seseorang. Termasuk di dalam

'2 Abi Ishaq al-Satibiy, al-Muwafaqat 7 Usuli al-Shari’ah,...266.
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perbuatan zina ini, seks melalui kekerasan, perkosaan, dan
pelecehan seksual. Untuk memelihara keturunan ini, Islam
memberikan sanksi hukuman secara berat.

4) Memelihara harta (hifz al-mal)

Untuk melindungi harta, Islam membolehkan manusia
melakukan berbagai transaksi dan perjanjian (mu’amalah)
dalam masalah perdagangan (¢7jarah), bagi hasil (mudarabah)
dan sebagainya. Oleh karena itu, Islam melarang pencurian,
korupsi, penipuan, dan perampokan dengan menghukum
berat para pelakunya.

5) Memelihara akal (hifz al-‘aql)

Akal dalam pandangan Ibnu Bajjah memiliki
kedudukan yang sangat mendasar. Menurut beliau, akal
merupakan satu-satunya yang memungkinkan manusia
mengetahui segala sesuatu yang benar, mutlak, kebahagiaan,
dan nilai-nilai akhlak."” Pada hakikatnya Allah menjadikan
manusia sebagai makhluk yang paling baik di antara
makhluk Allah yang lain. Keistimewaan tersebut disebabkan
karena manusia dikaruniai akal agar dipergunakan sebaik-
baiknya. Akal sangat penting perannya dalam dunia ini, oleh
sebab itu Allah SWT mensyariatkan peraturan untuk

manusia guna memelihara akal yang sangat penting itu.

'3 Ahmad Daudy, Kuliah Filsafat Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1989), 137.
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Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum
Islam karena dengan mempergunakan akalnya manusia dapat
berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri,
dengan  mempergunakan  akalnya  manusia  dapat
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa
akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan
pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal
menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Penggunaan akal
harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat
bagi kepentingan hidup manusia, dan tidak untuk hal-hal
yang merugikan manusia.

Untuk melndungi akal manusia dari kerusakan mental
dan keterbelakangan kepribadian, Islam mengharamkan
meminum minuman keras (khamar) dan bentuk lainnya,
seperti obat-obatan terlarang (narkoba). Islam akan
menghukum orang-orang yang menjual, meminum dan
mengedarkan minuman keras dan obat-obatan terlarang,
serta menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal
manusia. Perlindungan terhadap akal ini agar manusia
terhindar dari kerusakan akal yang dapat berpengaruh
terhadap mentalitas dan psikologisnya.

Tidak terpeliharanya kelima hal pokok tersebut dalam

tingkat daruriyah akan berakibat fatal, akan terjadi kehancuran,
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kerusakan, dan kebinasaan dalam hidup manusia baik di dunia
maupun di akhirat. Kebutuhan daruriyah ini menempati peringkat
tertinggi dan paling utama dibanding dua maslahat lainnya, masing-
masing adalah hajiyah dan tahsiniyah.

Tujuan jumhur ulama melakukan pembagian al-maslahah ke
dalam tiga tingkatan tersebut adalah untuk menetapkan skala
prioritas dalam menentukan pilihan terhadap berbagai kemaslahatan
sebagai dasar menetapkan hukum. Dalam hal ini penetapan hukum
yang didasarkan atas kemaslahatan dipersyaratkan tidak
mengakibatkan terjadinya pengabaian terhadap al-maslahah yang
lebih tinggi tingkatannya, serta tidak pula bertentangan dengan
kemaslahatan yang secara khusus ada dasar hukumnya.

. Kebutuhan sekunder (Aajiyah)

Kebutuhan sekunder (Aajivah) adalah sesuatu yang
diperlukan manusia dalam hidupnya untuk mengurangi kesulitan-
kesulitan. Jika sesuatu itu tidak ada, maka tidak akan menimbulkan
kerusakan dan kematian, hanya saja akan menimbulkan mashaqqah
(kesulitan) dan kesempitan.

. Kebutuhan tersier (tahsiniyah)

Kebutuhan tersier (tahsiniyah) adalah kebutuhan pelengkap,
yaitu sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup manusia
dalam pergaulannya. Jika sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan

menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu, juga tidak akan
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menimbulkan mashaqqah dalam melaksanakannya, hanya saja

dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tata krama dan

kesopanan.

Kebutuhan pelengkap itu tidak diperhatikan jika perhatian
kepadanya dapat merusak kebutuhan sekunder, dan kebutuhan pelengkap
serta sekunder tidak diperhatikan jika perhatian kepada salah satu dari
keduanya dapat merusak kebutuhan primer.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan
tahsiniyah merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat
hidup sesorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah SWT dalam batas
kewajaran dan kepatutan. Apabila kebutuhan tingkat ketiga ini tidak
terpenuhi, maka tidak menimbulkan kemusnahan hidup manusia
sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan daruriyah (pokok) dan tidak
akan membuat hidup manusia menjadi sulit sebagaimana tidak
terpenuhinya kebutuhan Aajivah (sekunder), akan tetapi kehidupan
manusia dipandang tidak layak menurut ukuran akal dan fitrah manusia.

Pada dasarnya tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi
kepentingan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan hidup manusia
di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, apabila hukum positif yang tidak
berasaskan al-Quran dan Hadis dapat dibandingkan bahwa hukum Islam

memiliki tujuan hukum yang lebih tinggi dan bersifat abadi, artinya tidak
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terbatas pada materi yang bersifat sementara.'* Sebab faktor-faktor
individu, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya selalu
diperhatikan dan dirangkaikan satu sama lain dan dengan hukum Islam
dimaksudkan agar kebaikan untuk kehidupan manusia terwujud.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum
Islam berdasarkan ketetapan Allah dan ketentuan Rasul ialah untuk
kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak dengan cara
mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat,
yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain,
tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani
maupun jasmani, individual dan sosial.

2. Qasdu al-Shar’i fi Wad’i al-Shari’ah Ii al-Afham (maksud shari’ dalam
menetapkan shari’ah ini adalah agar dapat dipahami)

Prinsip magqasid al-shariah yang kedua ialah hukum yang ditujukan
agar pembuatan hukum dapat dipahami oleh mukallaf. Al-Quran
diturunkan dalam bahasa Arab agar dapat dipahami. Oleh sebab itu, untuk
memahami hukum Islam perlu memahami bahasa Arab secara mendalam.
Kaidah-kaidah yang dipakai untuk memahami hukum-hukum yang
terkandung dalam Al-Quran (al-gawaid al-lughawiyah). Disamping
mengetahui bahasa Arab, untuk memahami syari’ah juga dibutuhkan

ilmu-ilmu lain yang ada kaitannya dengan lisan Arab, seperti usul/ figh,

4 Zainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar llmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2006), 13.
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mantiq, ilmu ma’ani, dan lainnya. Oleh sebab itu, salah satu syarat pokok
untuk menjadi mujtahid harus memahami bahasa Arab dan usu/ figh.

Tujuan menetapkan hukum agar bisa dipahami erat kaitannya
dengan pembahasan masalah fak/if. Suatu perintah yang merupakan tak/if
(kewajiban) mengandung tuntutan untuk dipahami oleh semua
subyeknya, tidak hanya kata-kata dan kalimatnya saja, tetapi juga dalam
makna kebahasaan dan budaya pemahaman yang berhubungan dengan a/-
dalalah al-asliyah (arti kata dasar) dan al-dalalah al- ‘ummiyyah (arti yang
dipahami masyarakat)."” Shari’ah mudah dipahami oleh siapa saja dan
dari bidang ilmu apa saja karena ia berpangkal pada konsep mas/ahah.

3. Qasdu al-Shari’ fi Wad’i al-Shari’ah [i al-Takliti bi Mugtadaha (maksud
shari’ dalam menetapkan shari ah adalah agar dilaksanakan sesuai dengan
tuntutan-Nya)

Maksud shari’ dalam menetapkan shari’ah agar dilaksanakan sesuai
dengan tuntutan-Nya ialah yang menyangkut gagasan tak/if dalam
kaitannya dengan qudrah (kemampuan) dan mashagqgah (kesulitan).

Taklif yang didalamnya terdapat qudrah, maksudnya bahwa umat
manusia tidak dibebani perbuatan di luar kemampuannya. Oleh karena itu
mereka tidak diperintah untuk mengerjakan perbuatan yang tidak
mungkin dapat terjadi, baik menurut akal, seperti mempertemukan dua
hal yang saling bertentangan, atau menurut adat kebiasaan, seperti

senang, benci, marah dan sebagainya yang termasuk perbuatan yang

M. Ibnu Rochman, Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat,... 100-101.
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didasarkan pada perasaan (emosi). Apabila dalam teks shari’ ada redaksi
yang mengisyaratkan perbuatan di luar kemampuan manusia, maka harus
dilihat pada konteks, unsur-unsur lain atau redaksi sebelumnya. Misalnya,
firman Allah: “Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan
muslin”’. Ayat ini bukan berarti larangan untuk mati karena mencegah
kematian adalah di luar batas kemampuan manusia. Maksud larangan ini
adalah larangan untuk memisahkan antara kelslaman dengan kehidupan di
dunia ini karena datangnya kematian tidak akan ada yang mengetahui
seorangpun. Begitu juga dengan sabda Nabi: “Janganlah kamu marah’
tidak berarti melarang marah, karena marah adalah tabiat manusia yang
tidak mungkin dapat dihindari. Akan tetapi maksudnya adalah agar sebisa
mungkin menahan diri ketika marah atau menghindari hal-hal yang
mengakibatkan marah.

Taklif yang didalamnya terdapat mashagqgah (kesulitan) (al-taklif
bima fihi mashaqqah), maksudnya ialah dengan adanya tak/if, shari’tidak
menimbulkan mashaggah bagi pelakunya (mukallaf) akan tetapi
sebaliknya di balik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf. Ciri-ciri dari
prinsip-prinsip khusus membuang kesulitan, yaitu:'®

a. Kesulitan itu membawa kemudahan, yaitu seluruh rukhsah yang
disyariatkan Allah kepada mukallaf itu karena ada salah satu sebab
yang dikehendaki oleh keringanan ini.

b. Sulit shari’ah untuk menghindarinya.

' Syekh Abdul Wahab Khallaf, Zimu Usul Fikih, terj: Halimuddin, (Jakarta: PT Rineka Cipta,
1993), 265-267.
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c. Pada waktu darurat diperbolehkan melakukan hal-hal yang dilarang.

Mashagqgah yang dimaksud dalam hal ini adalah mashagqgah gair
mu’tadah atau gair adiyyah (mashagqah yang tidak lazim dan tidak dapat
digunakan atau apabila dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan dan
kesempitan). Untuk mengatasi mashaqqgah ini, Islam memberikan jalan
keluar berupa rukhsah (keringanan). Apabila dalam tak/if ini terdapat
mashaqgqgah selain itu, maka sesungguhnya hal itu adalah kulfah (sesuatu
yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sebagaimana
dalam perspektif adat). Misalnya sesorang yang bekerja siang dan malam
untuk mencari nafkah kehidupan tidak dipandang sebagai mashaqqah,
tetapi sebagai salah satu keharusan dan kelaziman untuk mencari nafkah.

4. Qasdu al-Shar’i fi Dukhuli al-Mukallafi tahta Hukmi al-Shari’ah (maksud
shari’ dalam memasukkan mukallaf di bawah naungan shari’ah)

Maksud shari’ dalam memasukkan mukallaf di bawah naungan
shari’ah ialah agar mengendalikan mukallaf dalam melaksanakan suatu
perbuatan tidak berdasarkan pada hawa nafsunya, sebab hal ini dapat
menimbulkan seseorang menyia-nyiakan agama dan mengerjakan
larangan-Nya. Apabila telah dibiasakan yang demikian, maka akan
terbiasa melanggar hukum agama.

Mengikuti hawa nafsu adalah jalan menuju perbuatan yang dicela
oleh shari’, sekalipun perbuatan itu eksistensinya mengandung perbuatan

yang terpuji, misalnya sesorang yang beramal dengan jalan riya’"’

7 T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 236-237.
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C. Hikmah Magqasid Al-Shariah

Hikmah adalah pengetahuan mengenai hakikat tentang sesuatu dan
dan mengenai hakikat apa yang terdapat dalam sesuatu tersebut, yaitu
mengenai faidah dan manfaatnya. Pengetahuan tentang hikmah tersebut
dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang baik dan
benar.

Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah Swt
adalah untuk kepentingan, kemaslahatan, dan kebahagiaan manusia seluruh-
nya baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam

surat Al-Baqarah ayat 201-202:

2

;& é){jj\ QU‘ A:)\w\.; L:éj Lo é;_,'/..‘y\\\ dj 27« L;.:.U\ J; L:.»:T ’@j 3—2-2 :f; o},/j

el 80 B 158k Lo

Artinya :“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa:”Ya Tuhan kami,
berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan
peliharalah kami dari siksa neraka.” Mereka itulah orang-orang
yang mendapat bahagiaan daripada yang mereka usahakan, dan
Allah sangat cepat perhitungan-Nya”

Ulama usul menegaskan bahwa setiap apa yang diperintahkan oleh
shari’ tidak semata-mata disyariatkan kecuali adanya maslahah yang sudah
dapat dipastikan terkandung di dalamnya. Kemaslahatan tersebut memiliki
tingkatan sesuai dengan kadar perintahnya. Sebaliknya, setiap apa yang

diharamkan oleh shari’, tidak semata-mata dilarang kecuali untuk

menghilangkan kerugian (mafsadah).
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Imam al-Ghazali menegaskan bahwa yang disebut a/-maslahah dalam
pengertian shar’i ialah meraih manfaat dan menolak kemudaratan dalam
rangka memelihara tujuan shari’, yaitu memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Dengan kata lain, upaya meraih manfaat atau menolak
kemudaratan yang semata-mata demi kepentingan duniawi manusia, tanpa
mempertimbangkan  kesesuaiannya dengan tujuan  shari’, apalagi
bertentangan dengannya, tidak dapat disebut dengan al-maslahah tetapi
sebaliknya, merupakan mafSadah (kerugian).

Abu Ishaq al-Syatibi dalam rangka menemukan jawaban mengenai
persoalan hikmah ini dengan menganalisis ayat-ayat Al-Qur’an yang ternyata
hampir semua hukum-hukum tersebut mempunyai alasan dan tujuan yang
ditunjukkan dengan ‘//at dan motif pemberlakuan shari’ah. Bagi al-Syatibi
tidak menjadi persoalan apakah di dalam nas A/-Qur’an Allah memberikan
penjelasan secara terperinci (fafsi/) atau tidak, namun dengan pernyataam
bahwa Allah menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna,
menunjukkan bahwa A/-Qur’an telah mencakup dasar-dasar kepercayaan dan
amalan agama dengan berbagai aspek. Oleh karena itu, tidak satu pun ajaran
agama Islam yang tidak disyariatkan di dalam A/-Qur’an dan A/-Sunnah
menurut al-Syatibi berfungsi sebagai penjelas, sebab segala hal yang tidak
dijelaskan dalam A/-Qur’an kebanyakan dibahas dan dijelaskan dalam al-
Sunnah.

Hubungan antara maslahat daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah menurut

Al-Shatibi yaitu maslahat tahsiniyah berfungsi sebagai pelengkap bagi



32

maslahat daruriyah. Maslahat daruriyah adalah dasar dari semua maslahat.
Maslahat hajiyah dibutuhkan untuk memperluas (tawassu’) tujuan maqasid
dalam menghilangkan kesulitan-kesulitan yang akhirnya merusak magqgasid.
Dengan demikian, jika maslahat hajiyah tidak dipertimbangkan bersama
maslahat daruriyah, maka manusia secara keseluruhan akan mengalami
kesulitan. Akan tetapi, rusaknya maslahat Aajiyah tidak akan merusak seluruh
maslahat, berbeda dengan rusaknya maslahat daruriyah yang pasti akan
merusak seluruh maslahah.

Substansi pokok teori maqasid al-shari’ah adalah mas/ahah, yang
dalam hal ini menurut al-Syatibi maslahah dapat dilihat dari bentuk magasid
al-shari’ dan maqgasid al-mukallaff Dalam pembahasan ini, al-Syatibi
membagi kategori ini kedalam empat aspek, yaitu:

1. Tujuan awal shari’ah, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan
akhirat. Hal ini berkaitan dengan hakikat maqasid al-shari’ah;

2. Shari’ah sebagai sesuatu yang dipahami. Hal ini berkaitan dengan
urgensi bahasa agar shari’ah dapat dipahami dan maslahah dapat
dicapai,

3. Shari’ah sebagai hukum tak/if yang harus dilaksanakan. Hal ini
berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan shari’ah dalam
rangka merealisasikan mas/ahah. Selain itu juga berkaitan dengan
kemampuan manusia dalam melaksanakan shari ah;

4. Tujuan shari’ah membawa manusia ke bawah naungan hukum. Hal ini

berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallat’ terhadap
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shari’ah dimana ia bertujuan untuk membebaskan manusia dari

kekangan hawa nafsunya.

Terdapat dua hal pokok yang dapat dijadikn tolak ukur untuk menilai
sebuah maslahat.'® Pertama, kemaslahatan itu dilakukan dengan dua usaha,

yaitu;

s ekl dslix “L}, w\ﬁ\é Lozs i as el J}f.‘_“ &ZS

“menolak kemudaratan yang menimpai manusia umumnya dan yang

menimpai umat Islam khususnya”

HA Nl fws):;\ ety il s

“Mendatangkan kemanfaatan yang menghasilkan kebajikan umum
bagi seluruh manusia pada umumnya dan bagi umat Islam khususnya”
Maka karena itulah di antara kedua hal tersebut diletakkan suatu

kaidah pokok, yaitu:

il e e plan -

“menolak mudarat harus didahulukan atas mendatangkan manfaat”

Kedua, adil dan kebenaran; adil yang dimaksud ialah bahwa setiap
orang memiliki hak-hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, baik adil
di bidang hukum, peradilan dan persaksian serta adil dalam bergaul

(muamalah) dengan pihak lain.

Tf:'jb-}]\ M” 2\ L;\ EEIS ““L,d\ 2\>=.L.4,J’ 2 }9,\,2;“

13 Ibid, 338-339.
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“mewujudkan kemaslahatan umum dengan bersandar kepada dua
sendi akhlak, yaitu adil dan hak (kebenaran)”

Yang dimaksud kebenaran adalah:

\
o
Cvj
\
—\

O Y 5 3 5 s D87 gsi s shsas Syl Y

“Kebenaran itu ialah perkara yang tetap dan ada dalam shari’, jika ia
mengenai hukum shari’, dan ada dalam kenyataan dan dalam dirinya
sendiri, jika ia mengenai perkara yang wujud”

Dan keadilan itu adalah:

& agath b S e 3B ) s 2 0 B PG

“Keadilan ialah sesuatu yang engkau memelihara dengannya akan

kebenaran, dengan tidak condong kepada sesuatu tepi dari dua tepi

atau beberapa tepi yang tidak bertentangan padanya atau yang
berhubungan dengannya”.

Salah satu upaya pemerintah untuk memelihara dan menciptakan
maslahat ialah adanya hukuman bagi pelaku tindak kejahatan, dimana
hukuman memiliki fungsi sebagai pencegahan. Diterapkannya sanksi di dunia
atas kejahatan yang dilakukan seseorang akan menghapus sanksi di akhirat.

Hal ini karena keberadaan sanksi sebagai pencegah (zawajir) manusia dari

perbuatan dosa dan tindak pelanggaran, serta berfungsi sebagai penebus



35

(jawahir) sanksi akhirat.'’ Semua itu pada hakikatnya merupakan upaya
untuk menyelamatkan manusia dari ancaman kejahatan.

Dasar penjatuhan hukuman tersebut tercantum dalam surat An-Nisa’
ayat 14, yang berbunyi:

Sheh OVie g g 1 BE A X 35002 Jaip U2 A ek

2

“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan

melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya

ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa
yang menghinakan.”

Dalam memelihara lima unsur pokok sebagaimana telah disebutkan
dalam pembahasan ini, Islam melarang segala bentuk kejahatan, baik yang
dilakukan dengan sengaja maupun tidak, pelaku menerima hukuman dengan
apa yang diterima korban, tidak melebihi apa yang dilakukan pelaku terhadap

korban melebihi hukuman dianggap sebagai perbuatan yang melampaui batas

ketentuan dan tidak dikehendaki oleh shari’ah .

' Abdurrahman al-Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam, terj: Syamsuddin Ramadlan, (Bogor:
Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 4.





